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BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

a.

TAHUN 2018-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Barito Timur merupakan arah Pembangunan yang ingin dicapai
dalam kurun waktu masa bakti Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai
penjabaran dari Visi, Misi dan Program, yang memuat Tujuan, Sasaran,
Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah,
serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif sesuai urusan
pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan
mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah;

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus ditetapkan dengan Peraturan
Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dilantik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun
2018-2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 81);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun
2014-2034;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016
Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor 28);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

dan
BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

12.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan pembangunan Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) Tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa
hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) program Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan
Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran
strategi.



13. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah
yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

15. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran
RPJMD.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD
Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala daerah yang
penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan Keuangan
Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Perangkat
Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan, disertai dengan
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023; dan
b. Pedoman Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam menyusun RKPD.
Pasal 3
Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam
Renstra Perangkat Daerah.
BAB III
SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 4

Sistematika RPJMD Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. BAB 1 PENDAHULUAN;
b.BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c. BABIII GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
d. BABIV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;
e. BABV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;
f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT
DAERAH;

h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
i. BABIX PENUTUP.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang
disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan Dan Sasaran, dalam
upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito
Timur.



(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan
bahwa Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Barito Timur dapat dicapai untuk mewujudkan Visi Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan
Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB YV
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak
sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan
daerah;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

c. Terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, mencakup
antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik
sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan
nasional.

Pasal 7
Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari
kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa
jabatannya menyusun:

a. Draft Rancangan Awal RPJMD untuk periode selanjutnya dengan mengacu pada
arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode ke empat; dan

b. RKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran
pokok RPJPD periode ke empat.

(2) Draft Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai
Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah periode
berikutnya.

(3) RKPD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b digunakan sebagai
pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati dan
Wakil Bupati berikutnya.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 22 Maret 2019

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

e W)V

Ir. ESKOP, MAP
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2023

UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka
menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi
yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan
nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah
bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-
masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan
berkelanjutan.

Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan ke
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan
pembangunan daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai
dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda).

RPJMD Kabupaten Barito Timur digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat
Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023, serta sebagai pedoman dalam
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), mengingat RPJMD tersebut
dijabarkan ke dalam RKPD yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang
RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 adalah untuk:

a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan
pembangunan Daerah;

b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar ruang,
antar waktu, maupun antar fungsi pemerintah;

c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan;

Peraturan Daerah  tentang RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun
2018-2023 terdiri dari 7 BAB dan 10 Pasal yang mengatur mengenai
pengertian-pengertian, sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Barito Timur,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, serta lampiran yang merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
tentang RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.
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